
 
 

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KAJANG TERHADAP 

  ATURAN KASTA DALAM ADAT PERNIKAHAN DAN 

RELEVANSINYA DENGAN FIKIH ISLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  

Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Progam Studi Hukum Keluarga 

 (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

  

 

Oleh: 

RISNAWATI 

NIM: 105261101519 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH) 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

1444 H / 2023 M 



   

ii 
 

 

 

 

 

 

 



   

iii 
 

 

 

 

 

 

 



   

iv 
 

 FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
 

Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 GedungIqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222 
 

SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Risnawati 

NIM  : 105261101519 

Jurusan  : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) 

Fakultas  : Agama Islam 

Dengan menyatakan hal sebagai berikut: 

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya 

menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun). 

2. Saya tidak melakukan penjiblakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka 

bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran. 

 

   Makassar, 17 Syawal 1444 H 

  8 Mei 2023 M  

Yang Membuat Pernyataan 

RISNAWATI 

NIM:105261101519 

 

 

 



   

v 
 

ABSTRAK 

Risnawati, NIM: 105261101519, Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap 

Aturan Kasta dalam Adat Pernikahan dan Relevansinya dengan Fikih Islam. 

Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba turut mempengaruhi dalam aspek adat dan budaya 

masyarakat Kajang termasuk dalam hal pernikahan serta pernikahan disana 

ditentukan oleh faktor keturunan atau kasta seseorang. Pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana relevansi aturan kasta dalam adat pernikahan 

dengan fikih Islam. Kemudian pokok permasalahan ini dibagi menjadi beberapa 

substansi yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap aturan kasta dalam adat 

pernikahan dan bagaimana relevansinya dengan fikih Islam. 

 Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis 

penelitian field research atau penelitian lapangan dengan menggunakan dua 

metode pendekatan yaitu pendekatan sosial dan pendekatan teologi normatif 

(syar’i) serta  bersumber dari data primer dan data sekunder seperti hasil dari 

wawancara beberapa tiokoh masyarakat Kajang serta buku- buku maupun jurnal. 

Kemudian menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi serta data tersebut diolah dan 

dianalisis dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari mayoritas pandangan tokoh 

masyarakat mengungkapakan jika semua manusia sama dan setara dengan 

manusia lainnya dihadapan Allah swt. dan yang membedakan seseorang dengan 

lainnya ialah hanya dari ketakwaannya semata dan jika kita melihat dari fikih 

Islam bahwa aturan kasta tersebut relevan dengan fikih Islam jika melihat dari 

pendapat mazhab Hanafi bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki  

keseimbangan atau persamaan dalam hal tertentu, baik dalam hal nasab, 

keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), agama 

(mazhab/kepercayaan) dan status ekonomi. 

Kata Kunci: Kasta, Pernikahan, Hukum Islam. 
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ABSTRACT 

Risnawati, NIM: 105261101519, Kajang Community Leaders’ Perseeptions of 

Caste Rules in Marriage Customs and Their Relevace to Islamic Jurisprudence. 

The development of Islam in South Sulawesi, precisely in Kajang District, 

Bulukumba Regency, also influenced the traditional and cultural aspects of the 

Kajang people, including in terms of marriage and marriage there determined by 

one's heredity or caste factors. The main problem in this study is how the 

relevance of caste rules in marriage customs to Islamic jurisprudence. Then this 

subject matter is divided into several substances, namely how the public 

perception of caste rules in marriage customs and how relevant it is to Islamic 

jurisprudence.  

Researchers use descriptive qualitative research methods with the type of 

field research or field research using two approach methods, namely the social 

approach and the normative theological approach (syar'i) and sourced from 

primary data and secondary data such as the results of interviews with several 

Kajang people and books and journals. Then using data collection methods with 

observation, interviews, documentation and reference tracing and the data is 

processed and analyzed with three stages, namely data reduction, data 

presentation and conclusions. 

The results of this study show that from the majority of views of public 

figures reveal that all humans are equal and equal to other humans before Allah 

Almighty. and what distinguishes a person from others is only from his piety 

alone and if we see from Islamic jurisprudence that the caste rule is relevant to 

Islamic jurisprudence if we look at the opinion of the Hanafi school that between 

men and women have balance or equality in certain things, both in terms of nasab, 

Islam, employment, independent status (slave/free), religion (madhab/belief) and 

economic status. 

Keywords: caste, Marriage, Islamic law.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang sempurna dengan 

memiliki akal. Demikian juga, manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. 

Dengan adanya rasa kasih sayang yang dianugerahkan dalam setiap orang sebagai 

fitrah, manusia terus berkembang karena adanya daya tarik satu sama lain. 

Islam adalah agama yang fitrah. Ia diturunkan sebagai pedoman agar 

manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk serta yang hak 

dan yang batil. Sejak awal penciptaan manusia Allah swt. telah menurunkan 

agama pada manusia, yang dibawa oleh seorang Rasul pada setiap masa tertentu 

dan untuk bangsa tertentu. Hal itu terus berlangsung sampai datang Muhammad 

saw. nabi dan rasul terakhir yang diutus membawa agama bagi seluruh umat 

manusia dan berlaku untuk sepanjang zaman.1  

Islam membangkitkan kemampuan berpikir dan mendorong manusia 

untuk menggunakan penalarannya. Di samping itu, islam tidak mengizinkan 

penganutnya berpikir dengan teori kosong, tetapi diarahkan pada pemikiran yang 

aplikatif. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan manusia sebagai individu 

dan menganggap setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, 

bahkan Islam menjamin hak-hak asasi individu dan tidak mengizinkan adanya 

campur tangan orang lain di dalamnya. Namun di lain pihak, Islam 

mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri manusia dan menyerukan 

                                                             
1Ditjen Dikdasmen Depdiknas,  Ensiklopedi Muslim, Jilid 2 (Cet. 8; Jakarta: Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2001), h. 247. 
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individu-individu untuk memberi andil dalam membina kesejahteraan 

masyarakat.2 Dalam hal membina kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu 

individu-individu seharusnya membina kesejahteraan dalam keluarga dan sebuah 

keluarga terbentuk melalui sebuah pernikahan. 

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu sunnatullah atas seluruh 

makhluk ciptaan-Nya, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.3 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS  al-Zariyat/51:49. 

 وَمِنْ كُل ِ شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ  لعََلَّكُمْ تذَكََّرُون

Terjemahnya: 

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah)”.4 

Perkawinan merupakan cara yang Allah swt. pilih sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranakpinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah 

masing-masing pasangan siap untuk melaksanakan perannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan pernikahan dan membentuk keluarga yang sakinah5 dan salah 

satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau  masyarakat 

sempurna.6 

                                                             
2Ditjen Dikdasmen Depdiknas, Ensiklopedi Muslim, Jilid 2, h. 248 
3Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fikih Sunnah, Jilid 3 (Cet. 

5; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 196.  
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2020), h. 862. 
5Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Cet. 8; Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 

7. 
6R.M.Dahlan, Fiqih Munakahat (Cet.1;Yogyakarta: Deepublish, 2015),h. 31.  
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Sebagaimana telah disebutkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan 

suatu ajaran yang berdasar pada Al-Qur’an dan al-Sunnah. Adapun dalil yang 

menjadi dasar disyariatkannya pernikahan dalam Islam ialah firman Allah dalam 

QS al-Nisa’/4:1 

Terjemahnya: 

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu, dia yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri dan darinya Allah menciptakan 

pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak…”7 

 

Islam juga telah menyebutkan bahwa pernikahan sebagai salah satu 

kebesaran Allah swt.8 Pernyataan tersebut sesuai dengan firmannya dalam QS al-

Rum’/30:21 

نكَُمْ مَوَََّّ ًً وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعلََ بَيْ 

 وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يَتفَكََّرُونَ 

Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar cenderung merasa 

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.9 

 

Selain beberapa dalil dalam Al-Qur’an, terdapat juga dalil berdasarkan 

hadis. Rasulullah saw, bersabda: 

 “Dari Abdullah bin Mas’ud radiyallahu anhu berkata, Rasulullah saw. 

bersabda kepada kami: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian 

                                                             
7Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 114. 
8Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, terj. Abu Ihsan Al-Atsari dkk., Ensiklopedi 

Fikih Praktis, Jilid 4 (Cet. 1; Beirut Lebanon: Maktabah Islamiyah dan Daar Ibnu Hazm, 2002), h. 

312. 
9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 644. 
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yang mempunyai kemampuan,  maka menikahlah, karena nikah itu lebih 

menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan kalian. Dan 

siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa  

menjadi pencegah baginya”. (H.R Bukhari dan Muslim) 

 

Pernikahan dalam Islam  adalah ajaran yang memilki aturan berupa 

ditetapkannya rukun dan syarat pernikahan. Begitupun dalam pernikahan adat 

yang juga memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan atau upacara 

pelaksanaannya yang berlaku di masyarakat setempat.10 

Adat adalah aturan yang diciptakan oleh manusia yang diamalkan sejak 

lama berupa perbuatan, tingkah laku ataupun ucapan dalam mengatur tata tertib 

bermasyarakat.11  

 Karena Indonesia kaya akan adat-istiadat, budaya dan suku maka aturan 

hukum adat perkawinannya pun beragam di berbagai daerah. Seperti halnya 

pernikahan dalam aturan kasta. 

 Istilah kasta berasal dari bahasa portugis yakni casta berarti ras atau 

keturunan,12 dan merupakan golongan yang di mana para anggotanya ditentukan 

dan dipastikan  status yang permanen dalam hierarki (lapisan vertikal) sosial dan 

hubungan-hubungannya yang dibatasi oleh status yang dimilikinya,13 juga status 

sosial, termasuk pekerjaan yang ditentukan oleh faktor keturunan.14 Demikian 

                                                             
10Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

2021), h. 115. 
11Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat Perkmbangan dan Pembaruannya (Banda Aceh: 

Syiah Kuala University Press, 2018), h. 10. 
12Sidik Permana, Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan (Cet. 1; 

Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 122 
13Elli M. Setiadi, Pengantar Ringkas Sosiologi:Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial (Cet. 1; Kencana, 2021), h. 196. 
14Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (Cet. 1; 

Bandung: 2007), h. 20 
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juga di daerah Bulukumba khususnya kecamatan Kajang yang memiliki adat 

perkawinan yang tentu berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Pernikahan di 

Kajang ditentukan oleh faktor keturunan dan kasta seseorang. Kasta rendah tidak 

boleh menikah dengan kasta tinggi kecuali memenuhi syarat yang telah ditentukan 

oleh adat Kajang. Berangkat dari hal ini, maka peneliti mencoba untuk meneliti 

salah satu adat atau kebiasaan dalam pernikahan masyarakat Kajang kabupaten 

Bulukumba yaitu persepsi tokoh masyarakat Kajang terhadap aturan kasta dalam 

pernikahan dan bagaimana   relevansinya dengan fikih Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kajang tentang aturan kasta 

dalam pernikahan? 

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap aturan kasta dalam pernikahan 

di masyaraakat Kajang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kajang 

kabupaten Bulukumba tentang aturan kasta dalam pernikahan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap aturan kasta 

dalam pernikahan. 

D. Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan beberapa tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kajang 

kabupaten Bulukumba mengenai aturan kasta dalam pernikahan. 

2. Memberikan pemahaman bagaimana pandangan Islam terhadap aturan 

kasta dalam pernikahan. 

E. Definisi Operasional 

1. Persepsi: Sudut pandang individu dan pemberian tanggapan terhadap 

lingkungan sekitar.15 Juga dikatakan dalam kamus besar psikologi, bahwa 

persepsi disebut sebagai proses pengamatan seseorang kepada lingkungan 

dengan menggunakan indra-indra yang dimilikinya kemudian ia sadar 

akan segala sesuatu yang terjadi pada lingkungannya.16 

2. Aturan: Petunjuk atau ketentuan yang sudah ditetapkan dan tindakan yang 

harus dilakukan.17 

3. Kasta: Golongan yang di mana para anggotanya ditentukan dan dipastikan  

status yang permanen dalam hierarki (lapisan vertikal) sosial dan 

hubungan-hubungannya yang dibatasi oleh status yang dimilikinya.18 

Jadi, aturan kasta adalah ketentuan yang ditetapkan dalam stratifikasi 

sosial masyarakat. 

                                                             
15Dzul Fahmi, Persepsi:Bagaimana Sejatinya Persepsi Membangun Kontruksi Berpikir 

Kita (Yogyakarta: Anak hebat Indonesia, 2021) h. 9-10. 
16Dzul Fahmi, Persepsi: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membangun Kontruksi Berpikir 

Kita, h. 11. 
17EM Zul fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Cet. 3; Aneka 

Ilmu, 2008) h. 92. 
18Elli M. Setiadi, Pengantar Ringkas Sosiologi:Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial (Cet. 1; Kencana, 2021) h. 196.   
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4. Pernikahan: Berasal dari bahasa arab al-nikah yakni akad yang 

mengandung pembolehan suami dan istri untuk saling menikmati 

pasangannya dengan cara yang disyariatkan.19 

5. Relevansi: kaitan atau hubungan20 

6. Fikih: Secara bahasa yakni pemahaman, adapun para ulama ushul fikih 

mendefinisikan bahwasanya fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum Islam 

(syarak) yang bersifat amaliyah melalui dalil-dalilnya yang terperinci.21 

7. Islam: Agama samawi yang diturunkan oleh Allah swt. melaui utusan-

Nya Muhammad saw. yang ajaran-ajarannya ada dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah dalam bentuk petunjuk, perintah maupun larangan untuk kebaikan 

manusia, baik di dunia maupun akhirat.22 

Jadi, fikih Islam adalah suatu disiplin ilmu yang di dalamnya mempelajari 

tentang hukum-hukum Islam yang bersifat praktis melalui dalil-dalil yang 

terperinci. 

                                                             
19Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Al-Syaikh, Al-Fiqh Al-Muyassar, terj. Izzudin 

Karim, Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam (Cet. 2; Jakarta: Darul Haq, 

2015), h. 463. 
20EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 703. 
21Ditjen Dikdasmen Depdiknas, Ensiklopedi Islam, Jilid 2, h. 8. 
22Ditjen Dikdasmen Depdiknas, Ensiklopedi Islam, Jilid 2, h. 246. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Ida Ayu Made Lestari Dewi, Universitas Pendidikan Ganesha, Implikasi 

Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya dan 

Religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. 

Kesimpulan: 1) Saat ini di Banjar Brahmana Bukit masih eksis dalam hal 

perkawinan beda kasta, 2) Ditinjau dari perspektif, implikasi perkawinan 

beda kasta di Banjar Brahmana Bukit pada dasarnya semua orang memiliki 

hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di mata hukum. Akan tetapi 

secara religius maupun sosial-budaya terdapat batasan-batasan untuk orang-

orang yang melaksanakan perkawinan beda kasta, yangmana hal ini sesuai 

dengan karakter dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat 

setempat.23  

2. I Made Dwi Herry Purnomo dkk, Undiksha Singaraja, Pelaksanaan 

Perkawinan Beda Kasta di Banjar Dauhwaru Kecamatan Jembrana 

Kabupaten Jembrana. Kesimpulan: Faktor penyebab terjadinya pernikahan 

beda kasta yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya 

seperti perasaan cinta yang sangat mendalam sedangkan faktor eksternalnya 

seperti dari lingkungan dan pernikahan ini tidak selamanya berjalan mulus. 

Pelaksanaan pernikahan beda kasta di Banjar Dauhwaru mencakup dua jenis 

                                                             
23Ida Ayu Made Lestari Dewi, “Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif 

Hukum, Sosial-Budaya dan Religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten 

Bangli”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 2, no. 2 (2014): h. 10. 
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pernikahan yakni pernikahan pepadikan (peminangan) dan pernikahan 

ngerorod (kawin lari).24 

3. I Wayan Sumartika dkk, Universitas Warmadewa Denpasar, Hukum 

Perkawinan Berbeda Kasta dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Kesimpulan: Dalam perspektif hukum berlainan wangsa sudah 

jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia 

adalah Hukum. Dalam hal ini terutama yang harus dijaga adalah perkawinan 

dari anak wanita yang memiliki wangsa yang lebih tinggi dengan pemuda  

yang memiliki wangsa lebih rendah. Perkawinan seperti ini akan membawa 

malu dan turunnya gengsi wangsa dalam masyarakat. Namun menurut pasal 

4 ayat 1 UU 40/2008 tentang membedakan penghapusan ras dan etnis dalam 

pelaksanaan tidak ada lagi pembeda terhadap HAM dan suatu kesetaraan 

dasar kebebasan dalam bidang bersosial dan berbudaya. Berdasarkan hal 

tersebut, menurut hukum nasional tidak ada ketentuan yang secara tegas 

tertulis mengenai larangan maupun dampak perkawinan berlainan wangsa. 

Jadi syarat yang tercantum selama perkawinan tersebut terpenuhi di dalam 

PP No. 9 Tahun 1975, dikatakan sah secara hukum perkawinan tersebut. 

Adapun akibat dari perkawinan berbeda wangsa ini cenderung merugikan 

pihak perempuan secara psikis. Dengan kehilangan gelarnya sebagai 

triwangsa maka wanita ini tidak dapat kembali ke keluarga asalnya sehingga 

jika terjadi hal yang tak diinginkan seperti perceraian maka wanita ini akan 

                                                             
24I Made Dwi Hery Purnomo dkk, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta di Banjar 

Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, h. 11. 
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terlantar, sebab ia tidak dapat kembali ke keluarga asalnya dan tidak dapat 

tinggal di rumah mantan suaminya. 25  

4. Jasmi Irsanti, Universitas Muhammadiyah Makassar, Penerapan Kafa’ah 

dalam Pernikahan Antara Muslim Papua Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi 

Kasus di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, 

Papua Barat). Kesimpulan: Penerapan kafa’ah dalam kehidupan masyarakat 

muslim Papua di Kelurahan Kota Kaimana mencakup dua hal yakni tidak 

boleh menikah dengan yang memiliki kesamaan marga serta harus seaqidah 

dan hal tersebut merupakan syarat wajib sebelum lanjut ke jenjang 

pernikahan.26 

5. Hal yang membedakan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini 

ialah penelitian ini membahas tentang persepsi dari beberapa tokoh 

masyarakat mengenai pernikahan kasta dengan kaegori tokoh masyarakat 

adat, pemerintah serta tokoh agam dan menyangkutpautkan 

kerelevansiannya  dengan fikih Islam serta tempat penelitiannya yang 

berada di Sulawesi Selatan tepatnya di kecamatan Kajang kabupaten 

Bulukumba. Adapun kesamaan penelitian ini dengan peneltian terdahulu di 

atas ialah keduanya membahas pernikahan berbeda kasta atau pernikahan 

beda kufu. 

 

                                                             
25I Wayan Sumartika, dkk., “Hukum Perkawinan Berbeda Kasta dalam Perspektif Hukum 

dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Analogi Hukum 1, no. 3 (2019): h. 5. 
26Jasmi Irsanti, “Penerapan Kafa’ah dalam Pernikahan Antara Muslim Papua Ditinjau 

dari Hukum Islam”, Skripsi (Makassar: Fakultas Agama Islam, 2022), h. 59. 
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B. Landasan Teori 

1. Pernikahan  

a. Pengertian Pernikahan  

Pernikahan atau perkawinan memiliki tiga makna yakni al-nikah, al-zawaj 

dan al-dammu. Kata nakaha dan zawaja terdapat di dalam Al-Qur’an dengan arti 

kawin atau bergabung, hubungan kelamin dan akad.27  

Kata al-nikah sering digunakan dengan arti persetubuhan dan akad nikah 

sedangkan makna nikah secara istilah adalah akad yang ditetapkan syariat untuk 

membolehkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan dan 

dihalalkannya bersenang-senang antara perempuan dan laki-laki.28 Kata al-nikah 

juga dimaknai al-wath’u yakni bersetubuh atau berhubungan seksual.29  

Kata nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni perjanjian antara 

laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.30  

Sementara itu, pernikahan atau perkawinan menurut pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.31 

                                                             
27Holilur Rahman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab (Cet. 1; Jakarta: 

Kencana, 2021), h. 1. 
28Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Suriah: Dar Al-Fikr, 2002), 

h. 6513. 
29Gus Arifin dan Sundus Wahidah, Ensiklopedia Fikih Wanita (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2018), h. 552. 
30Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. 1; 

Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 614. 
31Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. 8; Bandung: Nuansa Aulia, 

2020), h. 74. 
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Pernikahan merupakan wasilah terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, 

menyalurkan syahwat dan gairah seksualnya dan juga merupakan wasilah terbaik 

untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan 

kelangsungan hidup dengan menjaga nasab dengan perhatian besar oleh Islam dan 

segala aturannya.32 Sebagaimana dalam firman-Nya QS Yaasin/36: 36. 

ا لَ سُبْحَانَ الَّذِي خَ  ا تنُْبتُِ الْْرَْضُ وَمِنْ أنَْفسُِهِمْ وَمِمَّ  لقََ الْْزَْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّ

 يعَْلمَُونَ 

Terjemahnya: 

“Mahasuci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, 

maupun dari apa yang mereka tidak ketahui”.33 

 

Adapun perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad 

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati  perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.34 

Dari beberapa pengertian pernikahan atau perkawinan di atas dapat 

disimpulkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum dan 

melangsungkan perkawinan ialah bentuk saling mendapatkan hak dan kewajiban 

serta bertujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang berlandaskan tolong-

menolong. Karena perkawinan ialah salah satu syariat islam, maka di dalamnya 

terkandung maksud dan tujuan yakni mengharapkan keridhaan Allah swt.35 

 

                                                             
32Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Al Wajiz Fi Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad 

Tirmidzi, dkk., Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 

h. 403. 
33Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 710. 
34Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi HukumIslam, h. 2. 
35Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. 8; Jakarta: Prenada Media Group, 2019) 

h. 7. 
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b. Hukum Pernikahan 

Pernikahan disyariatkan dalam Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’36. Adapun 

dalilnya yakni sebagai berikut:  

1) Al-Qur’an 

Firman Allah swt. dalam QS al-Ra’d/13: 38. 

يَّةً ...  وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسلًًُ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْناَ لهَُمْ أزَْوَاجًا وَذرُ ِ

Terjemahnya: 

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau 

(Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan 

keturunan....”.37 

 

Allah swt. juga berfiman dalam QS an-Nur/24: 32. 

الِحِينَ مِنْ عِبَاَِّكُمْ وَإمَِائكُِمْ ...  وَأنَْكِحُوا الْْيََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ

Terjemahnya: 

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba  sahayamu yang 

laki-laki dan perempuan....”.38 

 

2) Sunnah 

لى الله عن عبدالله بن مسعوَّ رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله ص

عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء ً فليتزوج، فإنه 

أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له 
 وجاء  39

Artinya: 

“Dari Abdullah bin Mas’ud radiyallahu anhu berkata, Rasulullah saw. 

bersabda kepada kami: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian 

yang mempunyai kemampuan,  maka menikahlah, karena nikah itu lebih 

                                                             
36Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9, h, 6515. 
37Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 376. 
38Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2020), h. 549. 
39Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qoisiriy An-Nisaburi, Shahih Muslim, Juz 7, 

(Al-maktabah al-Syamilah), h. 173. 

https://www.alukah.net/sharia/0/67103
https://www.alukah.net/sharia/0/67103
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menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan kalian. Dan 

siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa  

menjadi pencegah baginya”. 

3) Ijma’ 

Umat Islam sepakat bahwa pernikahan disyariatkan dalam Islam,40 lalu 

para ulama merangkum dalam tiga pendapat yang berbeda:41 Pertama, hukumnya 

wajib jika seseorang khawatir akan dirinya terjatuh ke dalam zina sementara dia 

mampu menafkahi dan menanggung tanggung jawab pernikahannya. Kedua, 

hukumnya menjadi sunnah jika dia mempunyai dorongan syahwat terhadap lawan 

jenisnya dan memiliki biaya pernikahan dan tanggung jawab, namun dia tidak 

khawatir akan dirinya terjatuh dalam perzinaan. Ketiga, hukumnya menjadi 

makruh jika ia tidak membutuhkan pernikahan, seperti impoten, lanjut usia, atau 

sakit-sakitan sehingga ia tidak memiliki dorongan syahwat.42 

Adapun menurut hukum syar’i, nikah memiliki lima hukum: wajib, 

mustahab, mubah, haram dan makruh. 

1) Wajib  

Nikah hukumnya wajib bagi seseorang yang mengkhawatirkan dirinya 

jatuh ke dalam perzinaan jika dia tidak menikah sedang dia memiliki kemampuan 

untuk melangsungkan pernikahan. Syaikhul Islam mengatakan bahwa “Jika 

seseorang perlu menikah dan khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan zina 

                                                             
40Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-islami Wa Adillatuhu, Jilid 9, h. 6515. 
41Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Sahih Fiqh Sunnah, terj. Darwis dan 

Derismono, Shahih Fikih Sunnah, Juz 4 (Cet. 2; Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 8.  
42Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., Al-Fiqh Al-Muyassar, terj. Izzudin Karim, Fikih 

Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam (Cet. 2; Jakarta: Darul Haq, 2015) h. 465-

466. 
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jika tidak menikah, maka menikah harus lebih didahulukan daripada haji yang 

wajib”. 

2) Mustahab (Dianjurkan) 

Menikah hukumnya menjadi mustahab saat orang tersebut memiliki 

syahwat menikah namun dia tidak khawatir dirinya akan terjerumus dalam 

perbuatan zina, karena manfaat yang dapat diambil dalam pernikahan sangat 

banyak bagi laki-laki maupun wanita. 

3) Mubah  

Hukumnya menjadi mubah bagi orang yang tidak berkeinginan menikah 

dan tidak memilki syahwat, seperti laki-laki yang impoten atau lanjut usia, ketika 

dia menikah dengan wanita yang memiliki kondisi yang serupa.43 

4) Makruh  

Hukumnya menjadi makruh bagi orang yang jika ia tidak memiliki istri 

tidak membuatnya bahaya dan ia dapat menyibukkan dirinya dengan ketaatan 

ataupun menuntut ilmu. 

5) Haram  

Hukumnya haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk 

bersetubuh dan tidak mampu menafkahi istrinya.44 

c. Rukun dan Syarat Pernikahan  

                                                             
43Muhammad bin Sayyid Al-Khauli, Al-Mausu’ah Al-Muyassarah fi Fiqhi Mar’ah Al-

Muslimah, terj. Umar Mujtahid, Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, Cet. 1; 

Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2016), h. 366.      
44Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Sahih Fiqh Sunnah, terj. Darwis dan 

Derismono, Shahih Fikih Sunnah, h. 10. 
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Sebuah pernikahan akan dikatakan sah jika rukun dan syarat-syaratnya 

telah terpenuhi. Adapun rukun dan syarat sah pernikahan yang harus terpenuhi 

ialah sebagai berikut:45 

1) Kedua belah pihak pelaku akad, yakni mempelai pria dan wanita yang 

bebas dari penghalang-penghalang pernikahan. 

2) Ijab ialah kalimat yang diucapkan wali atau wakil seperti “menikahkan 

atau mengawinkan” 

3) Qabul yaitu kalimat yang diucapkan dari mempelai pria atau wakilnya 

seperti “saya menerima”46 

4) Wali yaitu seorang laki-laki yang mempunyai hubungan nasab paling 

dekat dengan mempelai wanita yang akan menikah. 

5) Saksi ialah orang yang terlibat secara langsung, melihat dan 

menyaksikan proses akad nikah dari kedua calon pengantin. 

6) Mahar juga merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad 

pernikahan.47  

Adapun syarat-syarat pernikahan sebagai berikut: 

1) Menentukan setiap pasangan suami dan istri, karena tidak sah suatu 

akad pernikahan atas seorang perempuan yang tidak ditentukannya, 

misalnya wali mengatakan “Aku menikahkanmu dengan anak 

                                                             
45Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir 

Sampai Mati (Cet. 1; Jakarta Selatan: 2016), h.633. 
46Abdul Aziz MabrukAl-Ahmadi dkk, Al-Fiqh Al-Muyassar, terj. Izzudin Karim, Fikih 

Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam, h. 472. 
47Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir 

Sampai Mati, h. 634-641. 
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perempuanku” akan tetapi dia memiliki anak perempuan lebih dari 

seorang” 

2) Calon mempelai pengantin rela terhadap pasangannya masing-masing. 

3) Adanya wali dalam pernikahan, sebab tidak bisa menikahkan seorang 

wanita tanpa adanya wali. 

4) Kesaksian atas akad pernikahan, karena pernikahan tidak sah kecuali 

dengan dua orang saksi Muslim. 

5) Tidak adanya penghalang yang menghalangi pernikahan kedua 

mempelai, baik dalam hubungan nasab ataupun sebab lain.48 

d. Tujuan Pernikahan 

1) Mendapatkan serta melangsungkan keturunan. 

2) Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya juga 

memberikan kasih sayangnya. 

3) Memenuhi syariat dan memelihara diri seseorang dari kejahatan dan 

kerusakan. 

4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dalam menerima 

hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh dalam memperoleh harta 

kekayaan yang halal. 

5) Membangun rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang untuk 

mewujudkan masyarakat yang tenteram.49 

 

                                                             
48Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, Al-Fiqh Al-Muyassar, terj. Izzudin Karim, Fikih 

Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam, h. 470-471. 
49Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, h. 24 
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2. Aturan Kasta  

a. Perngertian Aturan Kasta 

Aturan adalah petunjuk atau ketentuan yang sudah ditetapkan dan tindakan 

yang harus dilakukan.50 Adapun kasta merupakan golongan yang di mana para 

anggotanya ditentukan dan dipastikan  status yang permanen dalam hierarki 

(lapisan vertikal) sosial dan hubungan-hubungannya yang dibatasi oleh status 

yang dimilikinya,51 juga status sosial, termasuk pekerjaan yang ditentukan oleh 

faktor keturunan.52 

Istilah kasta berasal dari bahasa portugis yakni casta berarti ras atau 

keturunan. Sedangkan dalam agama Hindu, istilah yang biasa digunakan untuk 

menyebut kasta adalah varna yang berarti warna. Menurut Lunberg sebagaimana 

yang dikutip oleh Chitambar mengemukakan dalam bukunya bahwa kasta ialah 

kategori sosial yang anggotanya diberikan status yang konstan dengan lapisan 

sosial yang ditetapkan dan dibatasi kontak antar lapisan berdasarkan sistem 

kasta.53  

Sistem kasta ialah suatu sistem yang membedakan masyarakat bedasarkan 

fungsinya54 juga merupakan sistem stratifikasi sosial yang mana kedudukan sosial 

sepenuhnya ditentukan oleh faktor keturunan tanpa adanya kemungkinan untuk 

                                                             
50EM Zul fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 92 
51Elli M. Setiadi, Pengantar Ringkas Sosiologi:Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial, h. 196.   
52Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, h. 20. 
53Sidik Permana, Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan (Cet. 1; 

Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 122 
54Nana Supriatna, Sejarah Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas Program Bahasa 

(Cet. 2; Bandung: Grafindo Media Patama, 2008), h. 3  
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mengubah hal tersebut.55  Stratifikasi sosial ini berdasarkan kiasan yang mana 

menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat.56 

Pitirim A. Sorokin mengemukakan tentang sistem lapisan sebagaimana 

yang dikutip oleh Bagja Waluya dalam bukunya bahwa sistem lapisan merupakan 

ciri yang tetap dan umum pada setiap masyarakat teratur. Barang siapa yang 

memiliki sesuatu berharga dalam jumlah banyak maka ia akan dianggap memiliki 

kedudukan pada lapisan teratas dan berbeda jika ia hanya memiliki sedikit bahkan 

tidak mempunyai sesuatu yang berharga maka ia dipandang memiliki kedudukan 

rendah.57 

Sistem kasta menentukan apa yang boleh dan tidaknya dilakukakan oleh 

seorang individu. Posisi sosial, kesempatan kerja, kewajiban religius, bahkan 

pasangan pernikahan juga ditentukan oleh kasta. Secara otomatis, keanggotaan 

kasta menjadi hak dari anak yang diturunkan dari kedua orang tua yang satu kasta. 

Perbedaan antara kasta satu dengan kasta lainnya sangat besar sehinggga dalam 

praktiknya menjadi serupa dengan perbedaan ras atau bangsa. Akan tetapi, 

menjadi anggota kasta juga terkadang memberikan manfaat dalam kehidupan 

seseorang.58 

 Membangun sebuah sistem kasta dalam hal persamaan harta atau 

kebangsawanan juga dapat diartikan sebagai kafa’ah atau kufu. Menurut istilah 

hukum islam, kafa’ah atau kufu dalam pernikahan, merupakan keseimbangan dan 

keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak 

                                                             
55Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, h. 20 
56Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, h. 16 
57Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, h. 16 
58Gillian Stokes, Seri Siapa Dia? Buddha (jakarta: Erlannga, 2001), h. 17 
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merasa berat dalam melangsungkan pernikahan.59 Yang dimaksud kufu ialah 

seorang lelaki harus seimbang dengan wanita, yang mana wanita ini dinikahi oleh 

laki-laki yang akan menyebabkan wanita tersebut atau keluarganya  menjadi 

terhina menurut tradisi atau kebiasaan masyarakat.60 

b. Landasan Hukum Kasta 

1) Al-Qur’an  

Firman Allah swt. dalam QS al-Nur/24:26. 

ي ِبَاتُ لِلطَّ ي ِبِينَ وَالطَّي ِبوُنَ   الْخَبِيثاَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثوُنَ لِلْخَبِيثاَتِ وَالطَّ

ي ِبَاتِ   لِلطَّ

Terjemahnya:  
“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki 

yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan 

perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki 

yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)”.61 

 

Imam al-Jalalain menjelaskan bahwa hal tersebut layak bagi seseorang 

yang keji ialah orang yang sama-sama keji baik dalam hal perkataan maupun 

perbuatan dan yang layak bagi seseorang yang baik ialah orang yang sama-sama 

baik.62 Juga dijelaskan bahwa setiap dari kaum lelaki dan perempuan yang keji, 

baik ucapan maupun perbuatan yang cocok, akan sesuai dan sejalan dengan yang 

                                                             
59H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap 

(Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 56 
60Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj. M. Abdul Ghoffar, Fikih Keluarga (Cet. 4; 

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 33. 
61Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 547. 
62Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin 

Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, Tafsir Jalalain, terj. Najib Junaidi, Tafsir Jalalain, Jilid 

2 (Cet.2; Surabaya: Pustaka Elba, 2015), h. 605. 
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keji pula. Begitupun dengan lelaki ataupun perempuan yang baik akan cocok 

dengan yang baik pula.63 

2) Al-Hadits 

Rasulullah saw. bersabda: 

ُ عَنْهُ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَ  عَنْ أبَِي هُرَيْرَ ًَ رَضِيَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ الَ تنُْكَ ُُ عَنْ النَّبِي 

ينِ تَ رِبتَْ  الْمَرْ أ ًَُ لِْرَْبعٍَ لِمَالِهَا وَلِحَسَبهَِا وَجَمَالِهَا وَلِدِينهَِا فَاظْفرَْ بذِاَتِ الد ِ

 يدَاَكَ 64

Artinya:  

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. beliau berabda: “Wanita dinikahi 

karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena 

kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka 

engkau akan beruntung dan bahagia”. 

 

Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin menjelaskan dalam buku 

syarahnya bahwa wanita yang dinikahi karena faktor kehormatannya ialah wanita 

yang berdarah biru dan mulia di antara kaumnya. Adapun sebab karena faktor 

kekayaannya, maka ia dapat memberikan modal untuk suaminya untuk berdagang 

dan ia tidak banyak menuntut dalam hal harta atau suaminya bisa mendapatkan 

harta warisan darinya ketika ia meninggal.65 

c. Jenis-jenis Kasta 

Jenis kasta dalam agama Budha: 

1) Kasta Brahmana (golongan pemimpin agama)  

                                                             
63Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Tafsir al-Muyassar, terj. Muhammad Ashim 

dan Izzudin Karimi, Tafsir Muyassar 2 (Cet. 1, Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 138.  
64Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Dawud, ter. Tajuddin Arief dkk, 

Sahih Sunan Abu Dawud (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 
65Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Shahih Al-Bukhari, terj. Fathoni 

Muhammad dan Muhtadi, Syarah Shahih Al-Bukhari, jilid 6 (Cet. 3; Jakarta: Darus Sunnah Pers, 

2017), h. 282.  
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2) Kasta Ksatria (para bangsawan) 

3) Kasta Waisya (para petani dan pedagang) 

4) Kasta Sudra (para buruh kasar)66 

Jenis kasta dalam agama Islam: 

1) Budak 

2) Merdeka 

Jenis kasta di kajang: 

1) Ata   

Ada beberapa jenis ata di Kajang yakni ata pallapi’ barambang (budak 

tingkatan tertinggi yang hanya bisa disuruh oleh tuannya saja), ata 

nunihalliang (budak belian atau yang bisa dibeli), ata pakekkese sa’bo 

(budak yang bisa disuruh membersihkan rumah), ata pasongngi dapo’ 

(budak yang khusus memasak saat ada acara pernikahan dan lainnya), 

dan budak hasil tawanan peperangan.  

2) Karaeng  

Adapun jenis karaeng di Kajang seperti karaeng tallua, karaeng laikang, 

karaeng tiro.  

d. Kriteria Kasta 

Kriteria yang mendasar dalam sistem kasta ialah konsep kesucian bersih 

dan kotor di mana ia berhubungan dengan brahmana yang memiliki tugas untuk 

menyucikan, sedangkan selain dari brahmana yakni mereka yang berkenaan 

dengan kerja jasmani dan kebiasaan yang mengotori dianggap sebagai tidak bersih 

                                                             
66Nana Supriatna, Sejarah Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas Program Bahasa, h. 

3.  
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atau murni. Keyakinan adanya kotor atau tercemar mengatur relasi sosial antar 

kasta misalnya anggota kasta tidak boleh menikah dengan kasta lain.67  

Di antara lapisan teratas hingga lapisan paling rendah, terdapat berbagai 

macam lapisan yang didasarkan dalam berbagai kriteria tersendiri. Kriteria atau 

ukuran yang dapat digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam suatu 

lapisan ialah ukuran kekuasan, kekayaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan.68  

Selain kriteria di atas, terdapat juga beberapa ciri umum mengenai 

beberapa faktor yang menentukan adanya sistem kasta atau stratifikasi sosial, 

yakni sebagai berikut:  

1) Status atas dasar pekerjaan dan fungsi, seperti dokter dan militer. Hal ter 

sebut sangat menentukan kedudukan dalam masyarakat. 

2) Seseorang yang beragama yakni seseorang yang taat akan agamanya. 

3) Status atas dasar keturunan yakni orang-orang yang berasal dari 

keturunan terhormat akan memiliki kedudukan terhormat di mata 

masyarakat. 

4) Latar belakang sosial dan lamanya ia tinggal dalam suatu tempat.69  

e. Kasta Menurut Ulama Islam 

Para ulama Islam berbeda pendapat mengenai hal kasta, apakah menjadi 

syarat sahnya suatu pernikahan. Pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi 

dua: 

1) Kasta bukan syarat sah pernikahan 

                                                             
67Sidik Permana, Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan, h. 122. 
68Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, h. 18-19 
69Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, h. 19-20 
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Mayoritas ulama berpendapat bahwa kesetaraan kasta bukanlah syarat 

sahnya sebuah pernikahan, sebagaimana sebagaimana dalam kita al-mughni. 

Demikian juga hal ini diriwayatkan ileh Umar, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul 

Aziz, Ubaid bin Umair, Hamad bin Abi Sulaiman, Ibnu Sirin, Ibnu Aun, Malik, 

Abu Hanifah, dan Syafi’i. Juga pendapat imam Ahmad mengemukakan bahwa 

kesetaraan kasta meskipun hal ini diperlukan, akan tetapi ia bukan sebagai syarat 

sahnya pernikahan dan pernikahan akan tetap sah tanpa adanya kesetaraan kasta.70 

Berikut beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kesetaraan kasta bukanlah syarat 

sahnya pernikahan: 

a) Aisyah ra. mengatakan bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi’ah 

pernah mengadopsi Salim dan menikahkannya dengan anak perempuan 

saudaranya bernama Hindun binti Al-Walid bin Utbah, ia merupakan 

seorang budak milik wanita dari kaum Anshar. 

b) Rasulullah saw. menikahkan dua anak perempuan beliau dengan utsman 

bin ‘Affan ra. yang merupakan suku Quraisy 

c) Rasulullah saw. menikahkan Usamah bin Zaid ra. yang merupakan 

seorang hamba dengan Fatimah binti Qais yang merupakan wanita 

Quraisy. 

d) Rasulullah saw. yang menikahkan Zainab binti Jahsyi yang merupakan 

seorang wanita terhormat dengan nasab yang tinggi dikalangan orang 

Arab dengan Zaid bin Haritsah ra. yang merupakan hamba sahaya 

sebagaimana kisahnya yang terdapat dalam QS al-Ahzab/33:37. Hal 

                                                             

70Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Terj. M. Abdul Ghoffar, Fikih Keluarga, h. 33-34. 
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tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan kasta memang menjadi syariat 

dalam Islam akan tetapi tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan.  

e) Ada seorang wanita yang melapor kepada Rasulullah saw. bahwa 

walinya telah menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang 

berbeda kasta dengannya, lalu Nabi saw. memberikan pilihan untuknya 

dan tidak membatalkan pernikahan tersebut. Karena akad terjadi dengan 

adanya izin, juga kekurangan yang ada padanya maka tidak menghalangi 

sahnya pernikahan tersebut.   

Dari beberapa dalil yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem kasta merupakan hak bagi wanita atau para wali, maka keberadaannya 

tidak dapat disyaratkan jika telah ada persetujuan dan kesepakatan. Secara global, 

kesetaraan kasta juga dibutuhkan, namun tidak dianggap sebagai syarat karena 

wanita dan walinya memiliki hak dan jika ada yang tidak setuju maka boleh 

membatalkan. Oleh sebab itu, ketika ada seorang wali yang yang ingin 

menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki agar laki-laki tersebut mengangkat 

dirinya dari kehinaan melalui puterinya, maka Rasulullah saw. memberikan 

pilihan kepada puterinya hingga ia mengizinkan apa yang diinginkan ayahnya 

tersebut.71  

2) Kasta adalah syarat sah pernikahan 

Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat bahwa kesetaraan 

kasta merupakan syarat sahnya pernikahan. Menurut Sufyan, orang non-Arab 

yang akan menikah dengan orang Arab harus dipisahkan. Juga dikatakan oleh 

                                                             

71Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Terj. M. Abdul Ghoffar, Fikih Keluarga, h. 34. 
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Imam Ahmad yang mengenai orang yang minum khamer bahwa mereka harus 

dipisahkan dari wanita yang akan dinikahinya. Demikian pula dengan seorang 

laki-laki tukang sapu atau tukang sampah harus dipisahkan karena kastanya tidak 

setara dalam hal pekerjaan.72 

f. Kasta dalam masyarakat Kajang 

Kajang merupakan salah satu kawasan budaya yang menyimpan makna 

sosial yang sangat mendalam, baik secara filosofis maupun secara lahiriah. 

Terdapat dua pola mendasar mengapa budaya Kajang bisa bertahan yakni 

mempertahankan warisan adat dan jawaban atas pertanyaan dari orang luar 

tentang mereka yang dapat hidup tanpa teknologi dan mengisolasi diri. Adapun 

identitas atau khas mereka seperti berpakaian serba hitam yang tanpa memakai 

alas kaki, intensitas pola hidup, ritual kematian dan aturan perkawinan sekasta 

merupakan sesuatu yang ada atas dasar kelahiran dan tidak bisa tergantikan 

ataupun diganggu gugat.73 

Secara umum kasta dalam masyarakat kajang terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Kasta karaeng 

Karaeng adalah orang-orang merdeka atau semua masyarakat Kajang yang 

bukan golongan bangsawan dan bukan golongan budak atau ata.74 Akan tetapi 

tetapi secara struktur pemerintahan adat Ammatoa Kajang dalam pembagian 

kekuasaan, karaeng terbagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut: 

                                                             
72Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Terj. M. Abdul Ghoffar, Fikih Keluarga, h. 33-

34. 
73Anis K. Al-Asyari, Menuju Civil Society: Kajang Nostalgia Budaya (Cet. 1; 

Bulukumba: Bulukumba Government Watch, 2006), h. 35-36. 
74Sagimun M.D, Sultan Hasanuddin (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2021), h. 36. 
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a)  Karaeng tallua adalah pemimpin adat yang mana ia bertugas membantu 

dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di bawah garis koordinasi 

ammatoa dan terdiri dari karaeng Kajang, sullehatang dan anak karaeng 

(Moncong Buloa). 

b) Lompo karaeng yang bertugas mengatur urutan paccidongang atau 

tempat duduk para pemimpin adat75 dan sebagai penasihat karaeng 

tallua.76 

2) Kasta Ata 

Ata adalah kasta terendah dalam masyarakat Kajang. Ata adalah budak 

atau hamba sahaya. Perdagangan budak sudah tidak berlaku lagi di masa 

sekarang. Akan tetapi di Sulawesi Selatan masih ada manusia yang digolongkan 

ke dalam golongan ata atau budak seperti di daerah Kajang. Adapun ata secara 

umum terbagi manjadi dua golongan yaitu: 

a) Ata sossorang yaitu golongan ata atau budak yang disebabkan turun-

menurun  atau diwariskan dari nenek moyangnya. 

b) Ata nibuang atau dibuang yaitu budak yang dijatuhi hukuman sebab 

melakukan kesalahan yang dianggap cukup besar oleh hukum adat 

seperti seorang wanita yang melakukan pernikahan dengan seorang laki-

laki ata maka ia akan mengikuti kasta suaminya dan dibuang oleh 

                                                             
75Muh. Yusuf, “Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Adat Ammato Kajang di Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh 

Makassar, 2018), h. 26. 
76Muh. Yusuf, “Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Adat Ammato Kajang di Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, h. 28. 
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keluarganya juga dicabut kebebasan atau kemerdekaannya oleh 

pemimpin adat.77  

 

 

 

 

 

  

                                                             

77Sagimun M.D, Sultan Hasanuddin, h. 40. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengguanakan jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana 

dijelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti 

persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lainnya secara keseluruhan dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, dalam suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jadi penelitian 

yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif,78 dengan jenis penelitian 

lapangan (field research) yakni sebagai pendekatan luas dalam peneliatian 

kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif .79 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti ialah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan jenis penelitiannya ialah penelitian kualitatif lapangan maka 

pendekatan penelitian yang akan digunakan ialah metode pendekatan 

sosial yang mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah berbagai 

referensi yang sesuai dan mendukung data-data penelitian.80 

b. Pendekatan Teologi Normatif (syar’i). pendekatan penelitian ini 

membahas objek penelitian atau perspektif tertentu yang harus berkaitan 

                                                             
78Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. 28; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), h. 6. 
79Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 26. 
80Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2018), 

h. 6. 



30 

 

 
 

akademik dengan fakultas dan jurusan atau program studi mahasiswa 

fakultas Syariah dan Hukum.81 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh 

data penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah kecamatan 

Kajang kabupaten Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi 

ini didasari oleh riwayat tempat tinggal penulis dan merasa tertarik dengan 

kebudayaan masyarakat Bulukumba utamanya masyarakat Kajang. Adapun objek 

penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan persepsi tokoh masyarakat tentang 

aturan kasta dalam adat pernikahan di lokasi tersebut. 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada persepsi masyarakat Kajang terhadap aturan 

kasta dalam adat pernikahan dan relevansi dengan fikih Islam. 

D. Deskripsi Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka peneliti akan 

mendeskripsikan fokus penelitian yaitu:  

1. Aturan Kasta 

Aturan adalah petunjuk atau ketentuan yang sudah ditetapkan dan tindakan 

yang harus dilakukan.82 Sedangkan kasta ialah kategori sosial yang anggotanya 

diberikan status yang konstan dengan lapisan sosial yang ditetapkan dan dibatasi 

                                                             
81Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, (Cet. 1; Makassar: Alauddin Pess, 

2013), h. 16. 
82EM Zul fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 92. 
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kontak antar lapisan berdasarkan sistem kasta.83 Jadi, aturan kasta adalah 

ketentuan yang ditetapkan dalam stratifikasi sosial masyarakat. 

2. Pernikahan  

Pernikahan atau perkawinan memiliki tiga makna yakni al-nikah, al-zawaj 

dan al-dammu. Kata nakaha dan zawaja terdapat di dalam Al-Qur’an dengan arti 

kawin atau bergabung, hubungan kelamin dan akad.84 Kata al-nikah sering 

digunakan dengan arti persetubuhan dan akad nikah sedangkan makna nikah 

secara istilah adalah akad yang ditetapkan syariat untuk membolehkan bersenang-

senangnya antara laki-laki dan perempuan dan dihalalkannya bersenang-senang 

antara perempuan dan laki-laki.85 

3. Fikih Islam  

Fikih islam menurut KBBI adalah hukum Islam86 juga merupakan 

peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-

Qur’an dan Hadis.87 

E. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah buku-buku yang secara langsung berhubungan 

dengan objek material penelitian.88 Data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

                                                             
83Sidik Permana, Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan, h. 122. 
84Holilur Rahman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab, h. 1. 
85Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-islami Wa Adillatuhu, h, 6513. 
86Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 340. 
87Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.lektur.id/hukum-islam. 
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observasi dan wawancara yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat muslim 

Sulawesi yang tinggal di Kajang kabupaten Bulukumba. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah buku-buku yang tidak berhubungan langsung 

dengan objek material dan objek formal penelitian, akan tetapi memiliki 

hubungannya.89 Data ini diperoleh dari perpustakaan, internet atau data-data 

penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder yang diperoleh untul 

mendukung penelitian ini bersumber dari buku-buku, internet, al-maktabah al-

syamilah, serta jurnal.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data secara terarah dan kunci instrumen penelitian kualitatif ialah 

peneliti itu sendiri.90 Bagian ini menjelaskan tentang alat pendukung 

pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan 

dengan rujukan metode penelitian.91 Berdasarkan pada jenis penelitian yang 

dilakukan yakni penelitian lapangan maka dibutuhkan beberapa instrumen sebagai 

pendukung penelitian di lapangan di antaranya alat tulis seperti buku catatan dan 

pena, alat perekam audio, kamera, handphone, laptop dan daftar pertanyaan. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

                                                                                                                                                                       
88Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah (Jakarta: Kompas Media 

Nusantara, 2011), h. 46. 
89Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah, h. 46. 
90I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: 

Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 144. 
91Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, h. 17. 
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Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti 

untuk menyampaikan atau menyaring informasi dari responden sesuai lingkup 

penelitian.92 Penelitian kualitatif ini dikembangkan dengan menggunakan dua 

metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Literatur riview (studi pustaka) 

Literatur riview atau studi pustaka adalah salah satu bagian dari karya tulis 

ilmiah yang berisi pembahasan peneltian terdahulu dan reverensi ilmiah 

berhubungan dengan penelitian yang dijelaskan oleh penulis dalam karyanya.93 

2. Field Research (penelitian lapangan) 

Field research atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan 

sekarang maupun interaksi lingkungan sosial94. Adapun tahapan field research 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 

Pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan aktif. Pengamatan 

aktif adalah pengamatan yang tidak hanya mengamati, akan tetapi dalam waktu 

tertentu ia juga berbicara, berkelakar dan sebagainya.95 

b. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak yakni pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan 

                                                             
92I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 88. 
93Iwan Hermansyah, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dam Mixed 

Methode (Cet. 1; Kuningan: Hidayatul Qur’an Kuningan, 2019), h. 17. 
94Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, Strategi dan Teknik Penulisan Karya 

Tulis Ilmiah dan Publikasi (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 4. 
95Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 183. 
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terwawancara (pihak yang menjawab pertanyaan tersebut).96 Metode wawancara 

ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden untuk 

objek penelitiannya. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis ataupun film yang tidak 

dipersiapkan karena terdapat permintaan seorang penyidik.97 Dokumentasi ini bisa 

berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. 

H. Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan konsep analisis data kualitatif. Metode kualitatif 

merupakan proses penelitian dan pemahaman yang bersumber pada metodologi 

untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan permasalahan masyarakat yang 

menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, skema, gambar, dan 

kalimat). Demikian dalam penelitian ini, paneliti akan membuat suatu gambaran 

yang kompleks, laporan terperinci dari responden, dan meneliti kata-kata.98 

Adapun tahapan analisis data kualitatif menurut  Seiddel dan Janice 

McDrury adalah sebagai berikut: 

a. Menandai kata-kata kunci atau gagasan yang ada dalam data dan membaca 

atau mempelajari data. 

b. Menganalisa dan memilah kata-kata kunci tersebut dan berupaya 

menemukan tema-tema yang berasal dari data. 

                                                             
96Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 186. 
97Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 216. 
98Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, Strategi dan Teknik Penulisan Karya 

Tulis Ilmiah dan Publikasi, h. 6. 
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c. Mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, juga membuat 

temuan-temuan umum.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

99Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 248. 
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BAB IV  

  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kajang 

Kajang memiliki tiga versi pengertian yakni burung koajang yang berarti 

bahwa Ammatoa sebagai manusia tumariolo (manusia terdahulu) dan tempat 

tercipta  yaitu segala sesuatu tercipta di Ammatoa, serta tempat bernaung. Versi 

ketiga ini berasaal dari bahasa Melayu dan lebih mendekati kebenaran karena 

Ammatoa sebagai struktur pemerintahan tertinggi sebagai pemangku adat yang 

selalu dimintai pendapat baik dalam hal keduniaan maupun urusan yang berkaitan 

kematian sehingga disebut sebagai pa’lalangngan atau tempat beernaung.100 

Wilayah Kecamatan Kajang termasuk wilayah yang memiliki kerajaan yang 

disebut  dengan Kerajaan Kajang dan merupakan penggabungan dari tiga kerajaan 

yakni Kerajaan Kajang, Kerajaan Lembang dan Kerajaan Laikang. Adapun 

presentase luas Kerajaan Kajang setelah penggabungan tiga kerajaan ialah 12.906 

km2. Setelah mengalami penggabungan, luas wilayah Kerajaan Kajang belum 

mengalami perubahan, akan tetapi jumlah desa mengalami pasang surut dan 

jumlah tersebut berlangsung kurang lebih 27 tahun yaitu dari tahun 1960 sampai 

tahun 1987.101 

Demikian juga masuknya Islam di Kecamatan Kajang tidak terlepas dari 

tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan yakni Kerajaan Gowa, Kerajaan Luwu dan 

Kerajaan Bone yang menghadiri suatu pertemuan yang diadakan oleh pembesar 

                                                             
100Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, (Cet. 1; Yogyakarta: Lingkar Media, 2016), h. 

11-16. 
101Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, h. 197. 
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Kerajaan Tellu Boccoe dan juga dihadiri oleh raja-raja dari kerajaan kecil dan 

lahir sebuah perjanjian dari pertemuan tersebut yaitu jika ada kerajaan yang 

mendapatkan cahaya kebaikan atau jalan keselamatan dunia dan akhirat maka raja 

tersebut wajib menyampaikan kepada raja-raja lainnya. Setelah munculnya 

pemahaman Islam di beberapa kerajaan maka Kerajaan Kajang mengutus tiga 

orang putra Kajang untuk mempelajari agam Islam yaitu Janggo Toa ke Luwu, 

Janggo Tojarra ke Wajo dan Tu Asara Daeng Malippa ke Gowa.102 

2. Kondisi Kajang 

 Secara topografi Kecamatan Kajang memiliki panorama alam yang indah 

berbukit dan berlembah serta berawa dengan elevasi antara 0 sampai 311 di atas 

permukaan laut. Demikian juga memiliki gugusan perbukitan seperti perbukitan 

Tombolo, perbukitan Maccini, perbukitan Marajo, perbukitan Na’nasaya serta 

perbukitan Laikang. Adapun letak geografisnya berada di posisi antara 50-60 

lintang utara dan melingkari meridian 120 bujur timur.103  Secara garis besar 

Kecamatan Kajang memiliki potensi sumber daya alam menurut Sappewali (2014) 

yaitu lahan kebun, lahan persawahan, perikanan, wisata bahari, hutan negara dan 

lahan pekarangan.104 Total luas area kecamatan Kajang 130,79 km2 dan memiliki 

ibukota kecamatan yakni Kassi yang terbagi menjadi 17 desa dan 2 kelurahan.105 

3. Data Kependudukan 

Jumlah penduduk di Kecamatan Kajang sebanyanak 49194 jiwa yang 

terdiri dari laki-laki sebanyak 23425 jiwa dan perempuan sebanyak 25769 jiwa 

                                                             
102Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, h. 19-24. 
103Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, h. 197. 
104Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang,), h. 198. 
105Setyo Dwi Saputra, Kabupaten Bulukumba dalam Angka (Bulukumba: BPS  

Kabupaten Bulukumba, 2023), h. 8. 
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dan keseluruhan beragama Islam. Penduduk Kajang mayoritas bekerja sebagai 

petani walaupun banyak dari mereka menjadi PNS, nelayan, peternak, pedagang 

dan lainnya.106  

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap Aturan Kasta dalam 

Pernikahan    

Secara umum kasta merupakan golongan yang di mana para anggotanya 

ditentukan dan dipastikan  status yang permanen dalam hierarki (lapisan vertikal) 

sosial dan hubungan-hubungannya yang dibatasi oleh status yang dimilikinya.107 

Konsep pernikahan kasta yang diteliti pada penelitian ini berlokasi di kecamatan 

Kajang merupakan salah  satu budaya atau tradisi masyarakat sejak dulu. 

 Pernikahan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ini umumnya 

sama dengan pernikahan di daerah lainnya. Hal yang membedakan pernikahan di 

Kecamatan Kajang dengan daerah lainnya disebabkan karena adanya beberapa 

aturan adat istiadat yang mengatur pernikahan di daerah Kajang salah satunya 

ialah adat pernikahan Kasta. Pernikahan kasta di daerah Kajang adalah pernikahan 

antara kasta karaeng dengan kasta ata.  

 Dalam menanggapi masalah aturan pernikahan beda kasta, tokoh 

masyarakat Kajang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Demikian yang 

diungkapkan oleh bapak Muhammad Amir selaku kepala desa Lolisang bahwa: 

 “Jika berbicara tentang perkawinan ada yang menikah secara baik atau 

melalui proses lamaran dan ada juga yang menikah dengan cara kandang 

                                                             
106Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang dalam Angka 

(Bulukumba: BPS Bulukumba, 2020), h. 7-8. 
107Elli M. Setiadi, Pengantar Ringkas Sosiologi:Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial, h. 196.   



39 

 

 
 

paksa dalam artian ditangkap atau tidak melalui proses lamaran tapi tetap 

diproses pernikahannya sesuai dengan prosedur yang berdasarkan dengan 

hukum Islam dan tidak serta-merta langsung dinikahkan.”108 

Adapun persepsi yang dikatakan oleh kepala desa Pattiroang adalah: 

“saya secara pribadi maupun secara pemerintah karena kebetulan kita diikat 

oleh adat otomatis kita mengikut aturan adat, namunpun ada masyarakat 

yang mau keluar dari aturan adat, itu dipersilahkan dengan konsekuensi 

yang akan diterima”. Tapi jika kita berbicara adat dan agama mungkin ada 

perbedaan persepsi tapi sebagai warga dari lingkungan adat di sini tetap kita 

percayai dan patuhi namun bukan berarti agama kita ini hilangkan makanya 

kita sandingkan bagaimana Islam Ini tetap berjalan dan juga tidak kita 

hilangkan”. Namun apapun yg terjadi tetap saya koordinasikan ke Ammatoa 

dan tingkat kecamatan.”109 

Bapak Zulkaraim mengatakan bahwa “Pernikahan kasta tergantung 

kesepakatan dan persetujuan dan melihat juga dari keyakinan. Menurut 

pasang ri kajang dan menurut ajaran turun temurun bukan mereka tidak bisa 

menikah tapi tidak bisa menjadi keluarga kita tetapi kia tetap berpatoakan 

pada ajaran leluhur selam itu tidak menyalahi ini meskipun dalam al-quran 

tidak ada pembatasan pembedaan dalam hal itu. Jika terjadi ini maka tidak 

diterima dan mereka tetap ngotot maka mereka silariang dan jika terjadi hal 

itu maka anaknya dibuang atau didangang tapi jika ia kembali maka dikasih 

pilihan jika ingin tinggal dikampung maka ia harus tinggalakan suaminya 

dan jika ingin tetap bersama suaminya maka silahkan meninggalkan 

kampung. 

 

Jadi, pernikahan kasta banyak terjadi karena proses silariang atau nikah 

tanpa memenuhi syarat nikah disebabkan wali perempuan yang tidak disetujui 

oleh wali dan pasangan kedua calon memilih untuk pergi meninggalkan kampung 

halamannnya. 

Tokoh masyarakat lain mengatakan  jika wanita karaeng dan laki-laki ata 

tidak bisa baku ambil atau menikah” ketika mereka terpaksa baku ambil maka ada 

beberapa konsekuensi akan tetapi jika pihak perempuannya yang budak dan pihak 

                                                             
108Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 

2023. 
109Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 Apri 2023.  
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laki-laki adalah karaeng maka itu tidak ada masalah namun apabila ia memiliki 

keturunan maka ada aliran darah dalam keluarganya dan itu adalah aib bagi 

keluarganya. Beliau juga mengungkapkan bahwa tidak memberikan toleransi 

terhadap mereka yang ingin menikah dengan beda kasta kecuali laki-laki yang 

karaeng maka itu terserah mereka akan tetapi ia membuat aib baru untuk 

keluarganya. Akan tetapi di mata undang-undang  dan agama mereka memiliki 

hak sendiri dalam pemilihan calon suami atau istri.110 

Selain itu ada beberapa persepsi masyarakat yang tidak jauh berbeda dari 

sebelumnya, hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh kepala desa Sapanang 

bahwa: 

“sebenarnya kita ini di agama tidak ada ji sebenarnya larangan seperti itu 

akan tetapi saya ini bagian dari jajaran adat otomatis saya menekankan tidak 

boleh ada pernikahan  beda kasta”111  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kasta manusia dihadapan Allah semua sama 

dan jika ada seseorang yang ingin menikah berbeda kasta maka itu boleh saja 

dengan syarat nikah telah terpenuhi.  

Hal serupa juga kepala desa Tanatoa berpendapat bahwa:  

“sebelum melakukan pernikahan pasti ada persetujuan kedua mempelai dan 

kita ketahui dulu siapa orangnya, dari mana asalnya dan seperti apa 

orangnya kemudian ada prosesi lamaran dan ada persetujuan dari yang mau 

menikah selanjutnya dalam masyarakat Kajang ada yang dinamakan kasta 

karaeng dan ata tapi di sisi Tuhankan sama saja, ciptaan Tuhan sama saja 

dan tidak ada yang berbeda tapi ini bukan hanya dari adat masyarakat 

Kajang tapi keturunan nenek moyang kita menerapkan seperti itu.”112 

 

                                                             
110Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 

2023. 
111Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.  
112 Zulkarnaim, (30 Tahun), Kpala Desa Tanatowa, Wawancara, Kajang, 25 April 2023. 



41 

 

 
 

Jadi bisa kita simpulkan bahwa aturan pernikahan kasta sudah ada sejak 

nenek moyang dulu dan masyarakat Kajang hanya mengamalkan apa yang 

menjadi aturan yang telah dibuat oleh leluhur mereka akan tetapi kita semua sama 

dan tidak ada perbedaan dihadapan Allah swt. 

Hal serupa diungkapkan oleh kepala desa Sapanang kepada peneliti: 

“Ini adalah tradisi leluhur terkait pernikahan beda kasta walaupun 

sebenarnya leluhur kita seorang pemimpin pernah menikah dengan 

perempuan budak dan hal ini boleh saja. Yang dilarang adalah jika  

perempuan karaeng menikah dengan laki-laki budak.”113 

Begitupun ungkapan dari bapak Embas bahwa pernikahan kasta boleh saja 

dilakukan oleh masyarakat Kajang dengan syarat dan ketentuan tertentu, sebab 

yang membedakan muslim dengan muslim lainnya ialah ketakwaan yang 

dimiliknya. Akan tetapi jika seorang perempuan berkasta karaeng menikah 

dengan laki-laki  berkasta rendah maka dikatakan a’buru’ne naungngi atau status 

kastanya menurun menjadi kasta rendah (ata) dan dikucilkan oleh masyarakat 

juga tidak lagi dianggap oleh keluarganya. Berbeda jika seorang pria yang 

berkasta tinggi (karaeng) menikahi seorang wanita berkasta rendah (ata) maka 

kasta wanita tersebut berubah ketingkatan kasta tinggi  (karaeng) dengan syarat 

dan ketentuan tertentu.114 

Mengenai pernyataan dari beberapa responden mengenai aturan 

pernikahan beda kasta, bapak Amir selalu mengacu bahwa kita di sini semuanya 

sama dan tidak ada perbedaan di mata Allah sehingga ada istilah yang dinamakan 

“berdiri sama tinggi duduk sama rendah” jadi tidak ada perbedaan baik sebagai 

                                                             
113Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023. 
114Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022. 
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kepala desa atau masyarakat biasa. Jadi jika ada yang ingin menikah dengan kasta 

rendah dengan karaeng maka beliau tidak mempermasalahkan dengan alasan 

mereka sama-sama menerima dan tidak merasa dipaksakan dan hal ini ada terjadi 

di desa Lolisang bahkan keluarga beliau sendiri. Demikian juga menurut beliau 

bahwa kita semua adalah ata atau budak Allah swt. maka dari itu jangan terlalu 

bangga dengan apa yang kita miliki sekarang seperti menjadi kepala desa atau 

lainnya karena hal tersebut hanya titipan semata dari Allah swt. dan bahkan beliau 

sudah banyak memproses pernikahan beda kasta dengan syarat mereka sama-sama 

mau dan menyesuaikan prosesnya dengan prosedur yang ada.115 

Sebagaimana pula dikatakan oleh tokoh masyarakat lain, bahwa perbedaan 

kasta di Kajang tidak terlalu menonjol bahkan sekarang tidak terlihat lagi adanya 

kasta di masyarakat. Itulah sebabnya banyak para bangsawan terdahulu di Kajang 

yang menikah dengan budaknya sendiri. Dalam hukum adat, pernikahan kasta 

ketika dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditentukan maka tidak mendapatkan 

hukuman dari pemangku adat. Berbeda ketika pernikahannya dilakukan sebab 

hamil sebelum akad atau nikah siri maka ia akan mendapat hukuman yang telah 

ditentukan oleh pemangku adat dan dikucilkan oleh masyarakat Kajang.116 

Di antara persepsi tokoh masyarakat lain mengungkapakan bahwa: 

”Aturan pernikahan sudah beberapa kali berubah. Begitupun aturan 

pernikahan ata dan karaeng adalah peraturan orde lama serta aturan ini 

memang berlaku artinya budak dan karaeng tidak diperkenankan untuk  

menikah tetapi setelah berubah zaman menjadi zaman orde baru yang 

dibawah kepemimpinan  bapak Suharto, di sini berubah lagi karena sudah 

banyak yang menikahi budaknya. Sekarang saya di zaman reformasi ini, 

                                                             
115Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 

2023.  
116Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022. 
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saya tegaskan berdasarkan undang-undang desa bahwa di dalamnya jelas 

tentang sistematika pemerintahan desa di dalam perkawinan. Saya 

mengambil kesimpulan bahwa di dalam Islam kita semua sama, tidak ada 

perbedaan di hadapan Allah swt. Pokoknya kita semua ciptaan dan 

kedudukan kita semua di sini adalah hamba berarti tidak ada perbedaan 

sehingga banyak yang saya lakukan itu memproses pernikahan beda kasta 

tapi tetap ikut memprosesnya sesuai dengan prosedur pemerintahan dan 

bukan secara adat karena adat tidak bisa mencampuri sebab adat di sini 

terbatas lingkupnya. Adat bisa campuri jika misalnya menikahi orang yang 

memiliki istri dan saya bisa memberikan surat pengantar jika ada yang mau 

menikah walaupun berbeda kasta karena jika mereka beragama Islam maka 

kedudukan mereka sama”.117 

 

Bapak Mansjur Embas juga menyatakan bahwa:  

  

“Sebenarnya Kajang itu dari awal di dalam pemujaan atau dalam  kultur 

ritual kita ini mirip dengan Hindu, jadi sama halnya di Hindu memiliki 

empat macam kasta yakni Brahmana, Ksatria, Waisa dan Sudra. Kalau di 

dalam agama pembelaan mata kasta itu tidak ada. Lahirnya sumber apa yang 

dikatakan ada orang yang derajatnya tidak sama hanya karena ada masa 

peperangan dulu. Tetapi dalam hal ini semua orang sama di mata Allah swt. 

Sebagaimana dikatakan dari salah satu ayat al qur’an bahwa orang yang 

paling dekat dengan Allah adalah yang paling tinggi takwanya. Jadi dari 

ayat ini bisa ditahu kalau tidak ada perbedaan kasta.”118 

 

Bapak Mansyur Embas mengatakan bahwa Kajang dan Hindu memiliki 

kesamaan dalam hal budaya kasta. Adanya budaya ini disebabkan karena 

peperangan  di masa lalu. Akan tetapi jika melihat kembali dalam Al-Qur’an surah 

al-Hujurat/49:13 dikatakan bahwa: 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling  

mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui Maha Teliti.”  

  

Beliau juga menyatakan bahwa di Kajang ini tidak ada perbedaan kasta di 

antara manusia karena mereka sederajat dan sama, akan tetapi dikenal dengan tau 

                                                             
117Muhammad Amir (61 Tahun), Kepala Desa Lolisang, Wawancara, Kajang, 27 April 

2023.  
118Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.  
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samara (setara dengan lainnya) begitupun menurut beliau yang membedakan 

manusia dengan manusia lainnya ialah ketakwaannya terhadap Allah swt. 

Sebagaimana pasang ri Kajang (pesan Kajang) mengatakan bahwa appisola 

mange ri turie’ a’ra’na yakni berserah diri kepada Allah swt. dan mengetahui 

bahwa Allah swt. yang Menciptakan dan Maha Kuasa atas segala sesuatu.119 

Bapak Ikrar selaku anggota DPRD kabupaten Bulukumba beranggapan bahwa 

pernikahan antara kasta tertinggi (karaeng) dengan kasta rendah (ata) saat ini 

sangat marak di masyarakat Kajang karena sebagian orang tidak lagi melihat dari 

kasta seseorang akan tetapi melihat dari stratifikasi atau status sosial, akhlak dan 

pencapaian pendidikannya walaupun sebagian orang masih sangat menjunjung 

tinggi tingkatan kasta dalam pemilihan calon suami atau istri.120 Demikian juga 

tanggapan dari Bohe’amma atau kepala suku Kajang bahwa alasan kasta karaeng 

menikahi kasta ata karena mayoritas dari mereka memiliki wajah cantik ataupun 

sebaliknya.121 Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Hasanuddin bahwa: 

“pastinya cari maki yang cantik iyya karena mau dibawa arisan sama mau 

juga perbaiki keturunan kalau mau dijadikan istri”122 

  

Begitupun yang diungkapkan oleh salah satu responden kepada peneliti 

bahwa: 

“Kalau berbicara kasta di Kajang sebenarnya tidak seharusnya dibahasakan 

kasta karena hal demikian sangat sensitif apalagi sekarang hampir setara 

                                                             
119Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022. 
120Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, 

Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023. 
121Ammatoa (80 Tahun), Kepala Suku Kajang , Wawancara, Kajang, 24 April 2023. 
122 Hasanuddin (60 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Kajang, Wawancara, Kajang, 10 

Januari 2023.   
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semua karena sekarang itu kita lihat dengan adanya pendidikan apalagi 

pendidikan agama status kita hampir sama walaupun sekarang masih ada 

yang melihat kasta seseorang dan saya pribadi tidak lagi melihat hal seperti 

itu”123 

  

Demikian juga ketika seseorang berbicara tentang pernikahan maka hal itu 

bukanlah tingkatan kasta yang menjadi tolak ukurnya walaupun termasuk budaya 

Kajang dan kasta di Kajang tidak semurni dulu akan tetapi hal ini tidak lagi terlalu 

diperdebatkan sekarang karena mayoritas masyarakat Kajang sudah berpendidikan 

terutama memiliki  keilmuan secara agama sehingga kasta ini hampir tidak terlihat 

di kalangan masyarakat. Begitupun disebabkan oleh adanya stratifikasi atau status 

sosial yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam pemilihan pasangan ataupun hal 

lainnya. Walaupun seperti itu, budaya pernikahan kasta di Kajang memiliki 

aturannya tersendiri124  

Menurut bapak Hasanuddin selaku penghulu KUA  Kecamatan Kajang 

bahwa pernikahan beda kasta boleh saja dilakukan seorang pemuda karena 

pemilihan calon suami atau istri itu dilihat dari empat hal yakni hartanya, 

keturunanya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaknya seseorang memilih 

pasangan karena agamanya agar merasa lebih bahagia dan memilih sebab harta, 

kecantikan dan keturunan hanya faktor pendukung saja untuk menyempurnakan 

kehidupan rumah tangga seseorang.125  

                                                             
123Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, 

Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023. 
124Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, 

Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023. 
125Hasanuddin (60 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Kajang, Wawancara, Kajang, 10 

Januari 2023.   
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Demikian juga responden mengatakan kepada peneliti bahwa aturan 

pernikahan kasta ini masih berlaku hingga sekarang126 dan terdapat masyarakat 

perempuan karaeng menikah dengan laki-laki ata dan melanggar aturan tersebut 

lalu diasingkan oleh pemerintah adat sampai sekarang sehingga pemerintah 

memperketat peraturan adat dengan memperlihatkan dampak bagi yang yang 

melanggarnya.127 

Walaupun pernikahan beda kasta banyak dilakukan oleh masyarakat 

Kajang dahulu hingga saat ini tapi tidak terlepas dari akibat perbuatan yang 

dilakukannya karena ada ketentuan yang diberikan pemangku adat. Adapun 

dampak dari pernikahan kasta karaeng dan ata menurut saalah satu responden 

ialah: 

“Seharusnya mereka diasingkan atau diusir dari area Kajang  serta tidak 

diakui lagi oleh keluarga dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi kepada 

keluarga sebagaimana aturan adat yang berlaku sejak dulu dan ini faktanya 

dulu akan tetapi pada faktanya sekarang itu boleh kembali hanya saja tidak 

diperbolehkan untuk bersama. Beitupun mereka dikenakan denda lalu 

diadakan ritual dan dipisahkan dan dulu mereka akan dibuang. Sekarang 

boleh saja tinggal di kampung yang jelas didenda secara adat dan tidak 

dibolehkan hidup bersama akan tetapi jika kasta tingginya adalah laki-laki 

dan perempuan berkasta rendah maka boleh saja tiggal di kampung dan 

hidup bersama hanya saja hak waris laki-laki ini dicabut”.128   

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh kepala desa Bonto Baji’ ialah: 

“Jika mereka terpaksa bakuambil atau menikah maka mereka harus 

meninggalkan Kajang atau dibuang serta didenda begitupun jika ada yang 

melanggar aturan ini atau melakukan hal ini maka mereka akan diberikan 

dua pilihan apakah ingin dipisahkan atau meninggalkan kampung ini 

                                                             
126Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 

2023.  
127Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 Apri 2023.   
128Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, 

Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023. 
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kemudian keluarga perempuan harus melakukan ritual yang dilakukan oleh 

adat dengan beberapa denda yang disepakati oleh pemerintah adat dengan 

keluarga perempuan serta ketika melakukan pernikahan beda kasta baik 

wanitanya yang karaeng atau sebaliknya maka hal itu adalah aib bagi 

keluarganya.”129 

Demikian pula diungkapkan oleh tokoh masyarakat lain yaitu: 

“Jika menikah secara baik-baik maka tidak ada hukuman yang mendera 

kepadanya akan teapi jika mereka menikah secara sembunyi-sembunyi atau 

silariang maka biasa dikucilkan dari rumpung”.130  

Begitu pula yang diungkapkan oleh kepala desa Sapanang bahwa mereka 

akan dibersihkan atau dimandikan yang dihadiri oleh semua pemangku adat dan 

masyarakat umum juga diberikan denda131 serta diasingkan dan dikeluarkan dari 

masyarakat adat.132 

Sebagaimana juga ungkapan dari salah satu penghuluh KUA Kajang yaitu: 

“Mereka akan didenda bahkan dulu dipisah tapi diusahakan tidak terjadi dan 

ini dilakukan oleh pemangku adat dan tidak boleh dicampuri oleh 

pemerintah.”133 

 

Hal serupa dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa: 

“rie’ dendana punna rie’ terjadi pabbuntingang karaeng na ata na angre 

nikillaingngi abbora rikampongnga massu’na nisuroi a’lampa rikampongnga 

punna andai assaraeng tapi punna a’ra’ji nibissai. Iaji punna bahinea ata 

anrejayya, buru’neaji angre nakkulle.”134 

 

Pernyataan di atas menyatakan bahwa dampak dari pernikahan beda kasta 

ialah membayar denda yang telah ditentukan oleh pemerintah adat juga diusir dari 

                                                             
129Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 

2023.  

  
130Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022. 
131Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.  
132Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 Apri 2023.    
133Hasanuddin (60 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Kajang, Wawancara, Kajang, 10 

Januari 2023.   
134Imam desa tanatoa  (54 Tahun), Imm desa Tanatowa, Wawancara, Kajang, 24 April 

2023. 
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kawasan Ammatoa serta dipisahkan dari suaminya. Berbeda ketika laki-laki  yang 

berkasta rendah maka boleh menikah akan tetapi jika perempuan yang berkasta 

rendah maka mereka akan dipaksa berpisah, jika mereka tidak ingin berpisah 

maka perempuan tersebut akan diusir dan dianggap meninggal oleh seluruh 

keluarganya. 

Demikian pula ungkapan yang disampaikan oleh salah satu responden 

kepada peneliti adalah: 

“Adatnya kita di sini jika seorang perempuan karaeng menikah dengan laki-

laki ata ialah dikeluarkan dan nipatoppangi tanah  atau semua hak miliknya 

ditiadakan. Jika ia kembali ke kampung maka ia akan di bersihkan dan 

dikenakan denda dan orang tuanya dulu diberikan sanksi baru dikasih dua 

pilihan. Meninggalkan suaminya yang budak ini atau ikut suaminya dan 

meninggalkan kampung.”135 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan beda kasta yaitu 

sebagai berikut: 

1)  Pengusiran baik dari lingkup keluarga maupun lingkup kawasan Ammatoa. 

2) Dikucilkan atau direndahkan oleh masyarakat setempat. 

3) Denda secara material atau bentuk pembayaran kepada pemangku adat. 

4) Hak waris dicabut. 

5) Dipisah jika menikah secara siri. Pemisahan pernikahan di sini memiliki ritual 

tersendiri yang telah ditentukan oleh pemerintahan adat. 

Dari beberapa dampak pernikahan kasta yang telah disebutkan sehingga 

ada sebagian masyarakat mewanti-wanti keturunannya menikah dengan kasta 

rendah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat kepada 

peneliti bahwa: 

                                                             
135Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023. 
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“Kita tidak mau keluarga kita atau bibit bobotnya kita kedepan tidak terakui 

oleh masyarakat lain atau manusia lain serta tidak mau ada hinaan di 

keluarga lain dan juga yang ditakutkan dalam hal mendapatkan warisan, dan 

warisan dan di sini bukan hanya warisan secara material tetapi juga sebagai 

hak menjadi pemangku adat karena tidak diperbolehkan mereka mencicipi 

itu jika ada perlakuan atau pernikahan dengan kasta bawah”.136  

Adapun tanggapan serta usaha pemerintah jika terjadi pernikahan beda 

kasta masyarakat Kajang kawasan adat sebagaimana yang yang diungkapkan oleh 

kepala desa Bonto Baji ialah: 

“Kami selaku kepala desa tidak membiarkan dan memisahkan mereka 

karena akan ada dampak hukum alamnya dan mungkin sekarang ada 

kejadian  atau yang melakukannya tapi tidak terdeteksi dan pernikahan 

beda kasta di sini ada dua kemungkinan yaitu budaknya perempuan atau 

laki-lakinya yang budak. Jika laki-laki yang karaeng maka tidak ada 

inervensi dari adat tapi jika laki-laki yang budak maka ini resikonya besar 

sampai ke adat.”137 

Begitu pula yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat yakni: 

“Jika ada masyarakat laki-laki karaeng yang menikah dengan ata maka tetap 

diberlakukan prosedur adat yang berlaku karena sapanang termasuk struktur 

adat lima atau kawasan adat ammatoa maka kita akan tetap memberikan 

sanksi dan efek jera supaya tidak melakukan hal tersebut. Boleh saja mereka 

menikah dengan syarat ata tersebut membebaskan dirinya dari kasta ata 

dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah diberlakukan oleh adat atau 

ritual-ritual adat dan kepala desa tetap mengkoordinasikan ke Ammato atau 

kepala suku serta berupaya mensosialisasikan kepada pemerintah desa.”138 

Adapun bentuk-bentuk aturan pernikahan untuk kasta karaeng  yang tidak 

boleh dilakukan oleh kasta ata yakni sebagai berikut: 

a. Angngembang   

b. Ammake Halasuji 

                                                             
136Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, 

Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023. 
137Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 

2023.  
138Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023. 
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c. Ammake Ganrang (memkai alat musik gendang) 

d. Bakuppuli  

e. Halasuji   

Selain itu ada beberapa asal-muasal adanya kasta yang dinamakan ata di 

Kajang yakni sebagai berikut: 

“Karena ada beberapa faktor yakni berawal dari utang piutang dan tidak bisa 

membayarnya sehingga ia memprioritaskan hidupnya kepada orang yang 

memberinya utang dan ada juga budak yang dari luar yang diambil atau 

dibebaskan artinya orang yang berdagang yang masuk ke Kajang .”139 

Demikian juga yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yakni: 

“Kalau menurut apa yang saya tahu karena kebetulan saya pernah 

mempertanyakan dengan orang dulu karena adanya utang piutang  yang 

tidak mampu mereka lunasi sehingga dijadikanlah budak. jadi sebelumnya 

dari awal itu kia sama rata.”140 

Ada empat poin ketentuan atau aturan pernikahan kasta dalam pemberian 

mahar:141 

1) Sunrang tulusu’ atau biasa disebut dengan mahar yang tidak terbatas hanya 

boleh digunakan oleh kalangan karaeng atau raja. 

2) Sunrang lima tai’ yakni mahar yang hanya boleh dipergunakan oleh anak dari 

raja. 

3) Sunrang empat tai’ ialah mahar yang hanya boleh digunakan oleh cucu dari 

raja. 

                                                             
139Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 

2023.  
140Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 Apri 2023.    
141Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, 

Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023. 
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4) Sunrang sembilan real yakni mahar yang dipergunakan oleh kalangan rendah 

atau kasta ata. 

Adapun mahar secara umum yang harus diberikan kepada kasta karaeng 

ialah tanah atau emas dan kerbau untuk peliharaan kedepannya dan ini tidak 

diberlakukan kepada kasta rendah. 

 Adat melarang seorang berkasta karaeng menikahi seseorang berkasta ata 

di sini bukan sekedar aturan semata akan tetapi hal ini dilakukan tidak lebih dari 

kebahagiaan dan kenyamanan bersama agar kasta tinggi maupun kasta ata tidak 

saling merasa dikucilkan jika pernikahan tersebut terjadi serta keturunannya tidak 

terkucilkan dan tidak dikeluarkan dari ahli waris baik dalam hal warisan harta 

maupun warisan adat.    

 Masyarakat dulu yang berkasta bawah pernikahannya diatur oleh kasta 

atas baik dalam hal mencarikan pasangan ataupun biaya pernikahan karena 

mereka kekurangan materi untuk membiayai kehidupannya.142  

2. Pandangan Islam Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kesamaan dan yang membedakan 

mereka ialah amal dan ketakwaannya.143 dalil yang menunjukkan hal ini ialah QS 

al-Hujurat/49:13. 

اْْۚ إنَِّ  َٰٓئلَِ لِتعََارَفوَُٰٓ كُمۡ شُعوُبٗا وَقبَاَ ن ذكََرٖ وَأنُثىََٰ وَجَعَلۡنََٰ كُم م ِ أيَُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلقَۡنََٰ
َٰٓ يََٰ

َ عَلِيم  خَبيِرٞ    كُمْۡۚ إنَِّ ٱللََّّ ِ أتَۡقَىَٰ    أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ
Terjemahnya:  

                                                             
142Alkhaisar Janiar Ikrar (34  Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, 

Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023. 
143Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan 

Yang Berlaku di Indoesia, (Cet. 1; jakarta: Kencana, 2021), h. 97. 
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“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang yang paling 

bertakwa di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”144 

 

Ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan 

antara bekas budak dengan orang merdeka.145 Persamaan atau keseimbangan 

disebut dengan kafa’ah.146 Kafa’ah menurut mazhab Hanafi ialah keseimbangan 

atau persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu, baik dalam 

hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), agama 

(mazhab/kepercayaan), dan status ekonomi.147 Adapun maksud kafa’ah dalam 

pernikahan ialah bahwa calon suami harus memiliki kedudukan yang sama serta 

sepadan dengan calon istrinya dalam hal tingkatan sosial, ekonomi dan moral.148   

Berkaitan dalam hal pernikahan sekufu, maka seorang budak laki-laki 

tidak sekufu dengan perempuan yang sejak awal adalah perempuan merdeka. 

Demikian juga dengan seorang budak laki-laki yang dimerdekakan maka 

dianggap tidak sekufu dengan perempuan yang memiliki orangtua merdeka sejak 

lahir.149 Walaupun tidak diragukan lagi bahwa keberhasilan pernikahan antar 

sekufu lebih terjamin dan terpelihara dari kegagalan.150 

                                                             
144Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 847. 
145Qamaruddin Shaleh, Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turungnya Ayat-ayat Al-

Quran, (Bandung: CV. Diponogoro, 1995), h. 475.  
146Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,  Juz 2, (Kairo: Dar al-Fath A’lami Arabi, 

2009), h. 93. 
147Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan 

Yang Berlaku di Indoesia, h. 98. 
148Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Fiqih 

Sunnah, Juz 3 (Cet. 1; Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 403. 
149Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan 

Yang Berlaku di Indoesia, h. 99. 
150Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,  Jilid 2, h. 94.  
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Para ulama berpendapat bahwa seorang budak perempuan boleh dinikahi 

oleh budak laki-laki, begitu juga dengan seorang budak laki-laki diperbolehkan 

menikahi perempuan merdeka dengan syarat kesediaan perempuan beserta 

walinya.151 Adapun pendapat Abu Hanifa yang mengatakan bahwa seorang laki-

laki merdeka boleh menikahi budak perempuan walaupun ia mampu menikahi 

perempuan merdeka, akan tetapi ia dilarang menikahi budak perempuan jika ia 

dalam kondisi beristri dengan perempuan merdeka untuk menjaga kehormatan 

istrinya sebagai perempuan merdeka. Demikian pula mayoritas ulama berpendapat 

bahwa seorang laki-laki merdeka boleh menikahi seorang perempuan budak 

dengan dua syarat yakni takut terjerumus dalam zina dan tidak memiliki 

kesanggupan menikahi perempuan merdeka.152 Pendapat ini berdasarkan QS al-

Nisa’/4:25. 

ا مَلكََتۡ  تِ فمَِن مَّ تِ ٱلۡمُؤۡمِنََٰ وَمَن لَّمۡ يَسۡتطَِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلً أنَ يَنكِ َُ ٱلۡمُحۡصَنََٰ

ُ أعَۡلمَُ  تِْۚ وَٱللََّّ تكُِمُ ٱلۡمُؤۡمِنََٰ ن فَتيَََٰ نكُُم م ِ نۢ بعَۡضْٖۚ  أيَۡمََٰ نكُِمْۚ بعَۡضُكُم م ِ بِإيِمََٰ

تٍ غَيۡرَ  فَٱنكِحُوهُنَّ بإِذِۡنِ أهَۡلِهِنَّ وَءَاتوُهنَُّ أجُُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنََٰ

حِشَةٖ فعََلَيۡهِنَّ نصِۡفُ 
تِ أخَۡداَنْٖۚ فَإذِآََٰ أحُۡصِنَّ فَإنِۡ أتَيَۡنَ بِفََٰ

تٖ وَلَ مُتَّخِذََٰ فِحََٰ مُسََٰ

لِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنتََ مِنكُمْۡۚ وَأنَ تصَۡبرُِواْ مَا عَلَ 
تِ مِنَ ٱلۡعذَاَبِْۚ ذََٰ ى ٱلۡمُحۡصَنََٰ

حِيمٞ   ُ غَفوُرٞ رَّ  خَيۡرٞ لَّكُمۡۗۡ وَٱللََّّ
Terjemahnya:  

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup 

perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh 

mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah 

mengetahui keimananmu; sebahagiaan kamu adalah dari sebahagian yang 

lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah 

maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita 

yang memelihara, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil 

laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri 

                                                             
151Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,  Jilid 2, h. 99. 
152Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,  Jilid 2, h. 61. 
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dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan peruatan yang keji (zina), 

maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka 

yang bersuami. (Kebolehan menikahi budak) itu, adalah bagi orang-orang 

yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, 

dan kesabaran itu lebih baik bagimu.”153 

 

Imam Jalalain menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud yang 

tidak mempunyai kemampuan di sini ialah mereka yang tidak memiliki modal 

untuk menikahi wanita merdeka maka ia boleh menikahi wanita budak yang 

beriman dan tidak jarang wanita budak melebihi wanita merdeka dalam hal 

keimanan. Wanita-wanita budak dalam agama memiliki kedudukan yang sama 

sebab itu janganlah merasa risih untuk menikah dengan mereka. Lalu nikahilah 

mereka dengan seizin majikannya dan berilah mereka mahar dengan tidak 

menunda-nunda serta tidak mengurangi. Demikian menikahi budak wanita karena 

tidak memiliki modal yang cukup ialah untuk mereka yang khawatir berbuat zina. 

Berbeda dengan orang merdeka yang tidak takut jatuh dalam perbuatan zina serta 

mereka yang memiliki cukup modal untuk menikahi wanita merdeka maka ia 

tidak boleh menikah dengan wanita budak. Bersabar untuk tidak menikahi budak 

lebih baik agar keturunanmu tidak menjadi budak.154 

Sebagaimana pula yang dikatakan Rasulullah saw. dalam haditsnya 

bahwa: 

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai 

kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena menikah itu lebih 

menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan kalian”.  

                                                             
153Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 121. 
154Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, dan Jalaluddin 

Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, Tafsir Jalalain. Terj. Najib Junaidi. Tafsir Jalalain. Juz 

1, h. 336-338. 
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Pada dasarnya kafa’ah hanya berlaku bagi pihak perempuan dan menurut 

mazhab Syafi’i seseorang menikah dengan orang yang tidak sekufu bukanlah 

tergolong dalam pernikahan yang diharamkan akan tetapi kafa’ah tersebut 

termasuk syarat sah nikah yang digantungkan pada wali dan perempuan. 

Begitupun jika wali dan perempuan yang rela dan kerelaannya tersebut diucapkan 

secara jelas maka pernikahannya tetap sah dengan calon suami yang tidak sekufu. 

Akan tetapi jika keduanya tidak rela maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun 

jika salah satu wali atau perempuan tidak rela tetapi pernikahan  tersebut telah 

berlangsung maka dia memiliki hak fasakh nikah. Begitupun jika si perempuan 

mau menikah dengan laki-laki yang sekufu sedangkan walinya tidak mau 

menikahkan tanpa alasan yang jelas, maka perempuan tersebut bisa dinikahkan 

oleh hakim.155  

Adapun beberapa para sahabat yang menikah dengan kasta bawah atau 

tidak sederajat dengannya antara lain sebagai berikut: 

1. Rasulullah saw. meminang Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Haritsah yang 

seorang budak. 

2. Perintah Rasulullah untuk menikahkan Abu Hind dengan anak-anak 

perempuan Bani Bayadhah dan Abu Hind termasuk budak dari bani 

Bayadhah. 

3. Abu Hudzaifah seorang laki-laki budak menikahi  Hindun binti Walid bin 

Utbah bin Rabi’ah. 

                                                             
155Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan 

Yang Berlaku di Indoesia, h. 105-106. 
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4. Bilal bin Rabbah yang menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin 

Auf.156 

Al-Thabari kemudian mengutip dari sebuah hadits bahwa “Manusia adalah 

keturunan Adam dan Hawa, seolah-olah mereka keluar dari satu. Di mana pada 

hari kiamat, Allah tidak akan bertanya tentang jasad maupun keturunanmu, orang 

termulia di antara kamu dihadapan Tuhan adalah yang paling taqwa.157 

Demikian pula hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh muslim 

mengatakan bahwa “Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan orang 

Arab atas non Arab, kulit putih atas kulit hitam, kecuali atas ketakwaannya 

kepada Alllah” 

Begitu pula dengan hadits yang mengatakan bahwa “Allah tidak melihat 

bentuk rupa seseorang, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan-

amalan kalian.” 

Selain itu, al-Baidhawi menulis, “(Kami telah menciptakanmu) dari Adam 

dan Hawa, atau Kami telah menciptakan kalian dari seorang ayah serta seorang 

ibu. Oleh karena itu, kalian adalah setara, tidak ada sesuatupun yang dapat 

dibanggakan dari keturunan seseorang. Hanya ketaqwaanlah yang membedakan 

kemuliaan dan menjadikan kesempurnaan seseorang. Oleh karena itu, barang 

siapa menginginkan kemuliaan, maka hendaklah ia mencarinya dalam 

ketaqwaan.158  

                                                             
156Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,  Jilid 2, h. 95.  
157Abu Ja’far Muahammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Ath-

Thabari, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an,  (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz. XI, h. 399.  
158Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidhawi, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-

Ta’wil, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1958), Juz. II, h. 276. 
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Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir bahwa 

“manusia berbeda kemuliaannya dan dihadapan Tuhan hanya dalam 

ketaqwaannya serta bukan karena kebaikan garis keturunannya”.159 

Demikianlah kemuliaan ilmu dan ketakwaan dapat mengungguli 

kemuliaan kasta yang dimiliki seseorang dan seorang yang berilmu adalah 

sederajat bagi perempuan manapun dan dengan kasta apapun meski ia tidak 

memiliki nasab yang dikenal.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
159Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim, 

(Riyad: Maktabah Dar al-Fiha), 1994), Juz. IV, h. 277. 
160Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,  Juz 2, h. 96. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Mengenai adat pernikahan kasta di Kajang, tokoh masyarakat Kajang 

dengan kategori tokoh adat, agama dan pemerintah berpersepsi bahwa 

sebagian dari mereka tidak memberikan toleransi kepada perempuan 

karaeng untuk menikah dengan laki-laki ata akan tetapi mereka 

menyimpulkan bahwa di sisi agama semua orang setara atau sama dan 

mereka memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Adapun persepsi 

dari sebagian lainnya memberikan toleransi kepada perempuan karaeng 

menikah dengan laki-laki ata karena mayoritas mereka berpendapat bahwa 

kita semua setara di sisi Allah swt. dan hal yang membedakan kita dengan 

lainnya hanya ketakwaan kita kepada Allah swt. 

2. Menurut Islam aturan kasta dalam adat pernikahan Kajang ada yang 

mendekati dalam fikih Islam yakni dalam hal kufu atau kesetaraan 

sebagaimana pendapat mazhab Hanafi bahwa antara laki-laki dan 

perempuan terdapat keseimbangan atau persamaan dalam hal tertentu, baik 

dalam hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), 

agama (mazhab/kepercayaan), dan status ekonomi akan tetapi kufu 

memiliki pandangan yang lebih luas dan bukan hanya dalam hal status 

merdeka saja. Begitu pula dengan konsekuensi dalam pernikahan beda 

kufu tidak sama dengan konsekuensi pernikahan beda kasta. Jadi bisa 

dikatakan bahwa aturan kasta dalam adat pernikahan Kajang tersebut 
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relevan dalam satu sisi dan tidak relevan dari sisi yang lain. Jika melihat 

dari pendapat mazhab Hanafi maka aturan pernikahan kasta tampak 

relevan dengan hukum Islam akan tetapi jika melihat dari konsekuensi dari 

aturan pernikahan kasta maka hal tersebut tampak tidak relevan dengan 

fikih Islam.   

B. Saran  

1. Kepada masyarakat Kajang terkhusus para pemuda yang ingin menikah 

untuk lebih bijak dalam hal memilih pasangan dan juga harus lebih  

mempertimbangkan agama calon pasangannya dan jika pilihannya 

memiliki kasta bawah maka jauh lebih baik untuk membicarakan dan 

berusaha mendapatkan restu dari kedua orang tua dan tidak langsung 

memilih kabur bersama calon pasangannya karena taat terhadap orang tua 

jauh lebih tinggi keutamaannya dan pernikahan seseorang juga tidak sah 

jika tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari wali bagi anak 

perempuan yang ingin menikah. 

2. Kepada tokoh masyarakat baik tokoh agama, adat maupun pemerintah 

diharapkan untuk lebih memberikan pemahaman terkait aturan pernikahan 

kasta tersebut karena banyak dari kalangan masyarakatt yang belum 

paham akan hal ini terutama para pemuda sekarang dan diharapkan untuk 

memberikan pemahaman juga terkait mudhorot pernikahan silariang atau 

tanpa persetujuan wali. 
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KEGIATAN WAWANCARA 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat (adat, pemerintah dan agama) 

mengenai aturan pernikahan beda kasta (karaeng dan ata) di Kajang? 

2. Asal-usul adanya kasta ata! 

3. Tanggapan tokoh masyarakat mengenai masyarakat yang berkasta karaeng 

menikah dengan kasta ata! 

4. Konsekuensi apa yang diberikan terhadap masyarakat Kajang yang 

menikah beda kasta? 

5. Apa dampak dari perniakahan beda kasta? 

6. Tindakan pemerintah terhadap masyarakat jika terjadi perrnikahan beda 

kasta! 

7. Apa saja bentuk aturan pernikahan kasta karaeng yang tidak boleh 

dilakukan oleh kasta ata? 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

  

 

Gambar 1: Lokasi tempat penelitian di kawasan Ammato Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 
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Gambar 2 : wawancara dengan tokoh adat. 

 

 

 

Gambar 4 : Wawancara dengan tokoh agama. 
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Gambar 5 : Wawancara dengan tokoh pemerintah. 
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